ABSTRAK

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman dalam
menjalankan kewenangannya, tidak memiliki kewenangan menuntut maupun
menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi
kepada instansi untuk melakukan self-correction.Sifat dari rekomendasi Ombudsman
adalah tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan untuk dieksekusi. Hal ini yang
mengakibatkan rekomendasi Ombudsman sering kali diabaikan oleh penyelenggara
negara.

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.
Pengumpulan data dan bahan hukum melalui metode penelitian (field research) dan studi
kepustakaan (library research). Analisis hasil penelitian menggunakan metode analisis
kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan
rekomendasi Ombudsman belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dikarenakan
dibutuhkan waktu yang lama untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman seperti yang
terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Konsekuensi yuridis apabila penyelenggara negara tidak
melaksanakan rekomendasi Ombudsman dapat dikenai sanksi administratif dan sanksi
pidana, sanksi administratif diberlakukan bagi terlapor dan atasan terlapor yang tidak
melaksanakan rekomendasi Ombudsman, sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi
setiap orang yang menghalang-halangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan.
Pemberian sanksi administratif bagi penyelenggara negara yang tidak melaksanakan
rekomendasi Ombudsman diatur dalam ketentuan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2008, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik, Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Pasal 36Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Saran
untuk permasalahan di atas pertama adanya dukungan sikap dari penyelenggara negara
supaya pelaksanaan rekomendasi Ombudsman dapat terlaksana secara efektif. Dukungan
sikap dari penyelenggara negara sangat diperlukan karena pelaksanaan rekomendasi
Ombudsman bergantung pada kesadaran moral penyelenggara negara. Kedua
menciptakan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana dikehendaki oleh konstitusi
dengan menerima, menampung dan melaksanakan rekomendasi Ombudsman.
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